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BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN

2OII TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

88 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2AlA tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, perlu melakukan penyempurnaan

terhadap Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3
Tahun 2}ll tentang Sistem dan Prosedur

b. Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Wonosobo Nomor 3 Tahun 2}ll tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
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3.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nor,nor aa38 \
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nornor t25 Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaa \
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38l;

Undahg-Undang Nomor t2 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 90, Tambahah Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor +4161 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
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8.

Tahun 2AA4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2OO5 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5aOl ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}:lun 2OO5 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5O3 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang

Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a575 | ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5761;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a578l;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun

2}ilir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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14. Peraturan lf,enteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2AA8 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Pen5rusunan [,aporan Pertanggungjawaban

Bendahara Serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13

Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 20ll
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo tahun

2All Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

\-'l Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN

2OI1 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 20ll
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Wonesobo tahun 2O11 Nomor 3) diubah sebagai

berikut:

Ketentuan Pasal 32 ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 32

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang

dan/ atau jasa diterima;

(21 Pembayaran prestasi pekerjaan kepada pihak ketiga dapat diberikan

dalam bentuk :

a. Pembayaran bulanan;

b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan

(termin); dan

c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

t3) Dihapus
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal g Hoi 2Ol2

BUPATI WONOSOBO,
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F Diurldaflgkan di Wonbsobo

pada tanggar 10 "Hol 20t2

U.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO,v
EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2OI2 NOMOR T,


